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ABSTRAK

Diskursus mengenai gerakan atau organisasi [slam politik dikalangan umat
Islam, dari sekian banyak yang ada, salah satunya memiliki karakter atau
kecenderungan yang kaku, eksklusif dan juga fundamentalis. Kecenderungan
tersebut tentu saja dilatar belakangi oleh bagaimana cara memahami pesan agama
melalui teks namun mengabaikan kontekstualitasnya. Pesan serta keyakinan yang
ingin menjaga keaslian, kemurnian dan kesucian dari teks, selalu menjadi cara
berpikir bagi sebagian gerakan Islam politik yang ada, termasuk di dalamnya
adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI),
dengan narasi besarnya penerapan Syariat Islam. Syariat Islam yang idealnya
dapat hidup dan mengilhami berbagai kemajuan cara berpikir dan bertindak
seakan diingkari dengan sikap eksklusif, skriptual dan fundamentalis sehingga
sistem demokrasi yang merupakan pilihan dari sekian pilihan tak luput pula
dikritik sebagai paham kufir dan ketika menjalankannya menjadi kafir.

Gerakan Islam politik model HTI dan MMI yang bersifat kelompok
memiliki relevansi untuk dikaji dengan menggunakan alat analisis teori identitas
kolektif (collective identity), Selanjutnya jenis penelitian ini adalah studi lapangan
(field research) dengan menggunakan metode kualitatif yang dibantu dengan
pendekatan sosio-historis untuk melihat, menemukan dan menggali ideologi,
mekanisme dan arah perjuangan kedua gerakan Islam politik tersebut secara
obyektif, selain itu sebagai bahan penunjang untuk memperkuat metode yang
penulis bangun maka data yang yang bersumber dari hasil interviu, observasi dan
dokumentasi sangat penulis butuhkan.

Dari hasil penelitian ini, ada beberapa temuan untuk dapat melihat gerakan
Islam politik model HTI dan MMI, gerakan Islam politik tersebut pada
hakekatnya kelompok dijadikan sebagai basis perjuangan untuk menunjukan atau
menonjolkan identitas kolektifnya, romantika sejarah, pemahaman terhadap Islam
secara skriptualis serta moderenisme pemikiran dikesampingkan, maka gerakan
Islam politik model ini dapat dinilai sebagai gerakan“Un-Islamized for Islamic
Movement”, awalnya dengan pendekatan double movement yang memiliki
pendekatan antara idealitas-realitas akan berubah menjadi multiple collective
identity bagi gerakan Islam politik model HTT dan MMI.



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini
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aill ditulis a’antum
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H. Kata Sandang Alif + Lam
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang besar, dibesarkan sejak adanya
nusantara yang pernah diproklmirkan oleh para pendahulu ketika itu pada
masa kejayaan Sriwijaya, Majapahit hingga masa kemerdekaan tahun 1945.
Pengalaman sejarah ini tentu sangat berharga bagi kemajuan bangsa dan
negara saat ini untuk dijadikan sebuah cermin dalam bidang politik, ekonomi,
sosial dan lain sebagainya untuk menuju Indonesia yang lebih maju, aman,
berkeadilan, tentram dan sejahtera.

Untuk menuju itu semua dalam konstitusinya bangsa ini telah
sepakat menjadikan negara ini sebagai negara hukum dengan ideologi' serta
sistem demokrasi pancasilanya. Kedua aspek ini sangat berkaitan erat dimana
hukum dijadikan panglima sedangkan demokrasi dijadikan sebuah sistem’
yang dapat mengakomodir, memberi rasa kebebasan dalam berpikir, memberi
hak-hak pada masyarakat yang minoritas (persamaan hak) atau dalam arti
singkatnya demokrasi yang berupa suara/kedaulatan rakyat juga harus

memiliki arti sebuah perjuangan haruslah bersandar pada perjuangan

! Suprapto, Memerdekakan Indonesia Kembali Perjalanan dari Soekarno ke Megawati,
Prinsip ideologi Pancasila harus tetap diingat dan pertahankan karena. Pertama, Ideologi itu
bersumber dari nilai-nilai yang tumbuh dan berkemabang dari rakyatnya sndiri, kedua memiliki
cita-cita yang menjangkau kedepan. Ketiga, memiliki daya untuk menyesuaikan dengan zaman
(Jogjakarta: IRCiSoD, 2004), hlm. 141.

2 Afan Gaffar, Politik Indonesia Transisi menuju Demokrasi, Afan menyebutkan
beberapa ciri atau karakteristik dari demikrasi meliputi adanya; Akuntabilitas, Rotasi kekuasaan,
Rekutmen politik yang terbuka, Pemilihan Umum, Menikmatin hak-hak dasar, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar Cet. 5, th 2003), hlm. 7.
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kerakyatan® atau berpihak kepada kaum lemah dan tertindas® bukan sebaliknya
malah terjadi sebuah elitis-demoralisasi’.

Dengan kesepakatan (konstitusi) bahwa negara ini menggunakan
sistem demokrasinya, tentu menjadi sebuah wadah atau bejana yang maha
besar dimana didalamnya tumbuh, hidup dan berkembang berbagai entitas
berupa golongan, pemikiran, gerakan, organisasi, LSM-LSM, sampai dengan
yang berbentuk aliran. Kenyataan ini adalah buah karya dari adanya sistem
demokrasi yang ada saat ini dimana kran yang dulunya ditutup rapat-rapat
pada masa Orba saat ini dimasa yang sering disebut reformasi dibuka dengan
lebarnya.

Dari konsekuensi logis diatas maka lahir dan berkembanglah
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI)
dimana keduanya merupakan hasil dalam bejana besar yang bernama sistem
demokrasi yang memberikan kebebasan dalam berpikir dan berserikat. Dan
kalau ditelaah secara mendalam semangat serta perjuangan kedua organisasi
atau gerakan Islam ini setidaknya dalam kontek keindonesiaan sudah ada sejak

awal negara ini merdeka, hal ini terlihat dalam perjalanan sejarah perdebatan

3 Hasyim Muzadi, dalam Pidato Politiknya “NU Masih di Tunggangi Kepentingan Partai
Politik”, beliau menyatakan bahwa kehidupan politik demokrasi di Indonesia saat ini belum
sepenuhnya dirasakan oleh rakyat, slogan demokrasi yaitu dari rakyat, oleh rakyat itu sudah
dilaksanakan namun kepemimpinan untuk rakyatlah yang belum sama sekali dilaksanakan
(pemerintah) dan dirasakan (rakyat), dilain waktu beliaupun menegaskan bahwa demokrasi di
indonesia saat ini ibarat demokrasi bagi sembako saja, karena para elit politik dan wakil rakyat
hanya mementingkan diri dan golongannya saja tanpa pernah memikirkan masyarakat yang
memilihnya. (Harlah NU ke 82 di Stadion Gelora Bung Karno, Jawapos 3 Februari 2008).

*. Gunawan, Runtuhnya Konsolidasi Demokrasi (Jogjakarta: Pusat Studi Masyarakat,
Agustus 2002), hlm. 39.

> Ahmad Syafi’i Maarif, “Masalah Dunia Islam dan Politik Global, Politik dengan
Parameter Syar’i”, Disampaikan pada Sidang Tanwir Muhammadiyah, 28 April 2007, di Hotel
Garuda Yogyakarta.
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negara Islam atau penerapan syariah Islam sebagai dasar negara di Indonesia
selalu menarik. Negara Islam dengan cara mempraktekkan syariat Islam®
seolah menjadi primadona yang selalu ingin diperjuangkan untuk benar-benar
terwujud oleh sebagian masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

di bumi Indonesia’

ini, baik itu pada awalnya melalui organisasi-organisasi
kemasyarakatan, keagamaan ataupun gerakan politik® yang mengatasnamakan
partai Islam, organisasi Islam, gerakan Islam dan masyarakat Islam.

Oleh karenanya dalam melihat perdebatan di atas maka asumsi
yang terbangun khususnya pada awal kemerdekaan hingga hari ini masyarakat
Indonesia terbagi dalam dua kelompok, yakni kalangan nasionalis dan Islamis,
dimana teori ini sebenarnya memiliki kesamaan dengan pendekatan
Individualis’ yang digagas William Liddle. Teori ini melihat serta

memisahkan dua belah pihak yang seharusnya tidak terpisahkan dalam

komposisi merumuskan dasar negara Indonesia.

8 Masykuri Abdillah, Formalisasi Syariat Islam di Indonesia; Sebuah Pergulatan yang
Tidak Pernah Tuntas (Jakarta: Renaisan, 2005), him. 317.

7 Lihat, Azumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad
XVII dan XVIII (Bandung: Mizan, 1998), dalam penelitian Azumardi Islam masuk ke nusantara
setidaknya ada tiga perdebatan yang cukup serius yakni mengenai tempat kedatangan Islam, para
pembawanya dan waktu kedatangannya, dari ketiga teori tersebut penyusun melihat pada para
pembawa Islam ke nusantaralah yang dititik beratkan, menurut Hikayat Raja-raja Pasai (ditulis
1350) pertama, pembawa Islam ke nusantara adalah seorang Syaikh Isma’il datang dari Makah
lewat Malabar ke Pasai, kedua menurut Tarsilah Islam dibawa lewat Filipina pada abad ke 8/14
yang dibawa oleh seorang Arab bernama Syarif Awliya’ Karim Al-Makhdum. Dari data ini
penyusun melihat bahwa para pembawa ajaran Islam di nusantara ketika itu adalah murni untuk
berdakwah dan tidak berkeinginan untuk mendirikan negara dengan berdasarkan syariat Islam, ini
artinya dalam perspektif sejarah bangsa dan negara ini dalam arti sempit secara eksplisit tidak
berkeinginan mendirikan atau mendasarkan pada agama tertentu dengan melihat berbagai
dinamika, serta keadaan yang ada, hlm. 24.

8 Deliar Noor, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942 (Jakarta: PT. Pustaka
LP3ES, 1994), him. 116.

° R. William Liddle, Revolusi Demokratisasi dari Luar (Jakarta: Penerbit Nalar, 2005),
hlm, 62.
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Dalam pemahaman selanjutnya mengenai adin wa daulah (Islam
adalah agama dan negara) atau ajaran Islam Syumuliyyah (lengkap),lo
pemahaman ini seolah sangat sejalan dengan apa yang dipikirkan oleh dua
Gerakan Islam yakni Hizbut Tahrir'' Indonesia (HTI) dan Majelis Mujahidin'?
Indonesia (MMI), dimana pemikiran politiknya kedua organisasi ini tetap
menegaskan bahwa dasar negara haruslah syariat Islam jika tidak maka itu
adalah kafir.1® Pernyataan tegas ini seolah menjadi cambuk serta memobilisasi
massa atas nama agama yang dibawa keranah politik, pun demikian ternyata
sikap politik seperti ini pada kenyataanya masih terus diperdebatkan dalam
ranah pemikiran dan prakteknya, oleh karena itu kalau dilihat secara seksama
4

politik umat Islam di Indonesia setidaknya terbelah menjadi dua bagian'

keduanya dalam bahasa Bahtiar Effendy disebut sebagai politik non-integratif

' Antony Balack, Pemikiran Politik Islam; dari Masa Nabi Hingga Masa Kini (Jakarta:
Serambi, 2006), hlm. 573.

" Hizbut Tahrir, berdiri tahun 1953. Dari bagian barat, ruangan Masjidil Agsa, 56 tahun
silam, jalan baru itu dirintis oleh seorang pemikir, politikus ulung Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani.
Republika, 13/04/09)

'> Majelis Mujahidin Indonesia adalah lembaga yang dilahirkan melalui Konggres
Mujahidin T yang diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 5-7 Jumadil Ula 1421 H, bertepatan
dengan tanggal 5-7 Agustus 2000. Konggres tersebut bertemakan Penegakan Syari’at Islam,
dihadiri oleh lebih dari 1800 peserta dari 24 Propinsi di Indonesia, dan beberapa utusan luar-
negeri. Konggres Mujahidin I itulah yang kemudian mengamanatkan kepada sejumlah 32 tokoh
Islam Indonesia yang tercatat sebagai Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) untuk meneruskan misi
Penegakan Syari’at Islam melalui wadah yang disebut sebagai Majelis Mujahidin.
http//google.co.id/majelismujahidin/com.

5 Sa’duddin As-Sayyid Shalih, Jaringan Konspirasi Menentang Islam, terj. Muhammad
Thaib (Yogyakarta: Wihdah Press, 2004), dalam pemikiran Hasan al-Banna & Ikhwanul
Muslimin, awal kemunculannya adalah untuk merespon dan membangkitkan kembali masa-masa
kejayaan Islam sebelumnya yakni denga dua jalan yang ditempuhnya. Pertama, mengajak pada
masyarakat untuk menolak undang-undang buatan manusia (hukum negara sekuler) dan
menggantikannya dengan berbasis syariat Islam. Kedua, mengajak membebaskan dunia Islam dari
cengkraman penjajah asing. hlm. 170.

'* Ahmad Yani Anshori, Tafsir Negara Islam dalam Dialog Kebangsaan di Indonesia
(Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 67.
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dan politik parlementeri,” ataupun tiga bagian untuk benar-benar
berkeinginan mendirikan negara atas dasar syariat Islam, bagian itu. Pertam,
kalangan Islamis yang berjuang ke arah negara Islam Indonesia dengan jalan
dialog di parlemen'®, Kedua, kalangan Islamis yang memperjuangkan Islam ke
arah negara Islam'’ di Indonesia melalui jalan agitasi (membenarkan segala
cara)'® dan konfrontasi,'” yang dalam terminologi pemikir Barat kemudian

sering disebut sebagai kalangan fundamentalisme®,*! yang akhirnya

'S Bahtiar Effendy, Islam dan Negara; Transformai Pemikiran dan Praktik Politik Islam
di Indonesia (Jakarta: Paramadina, Oktober 1998), hlm. 205-206

' HTI-Press, Jubir HTI: wacana penting untuk perubahan dan tegaknya khilafah,
penegakan syariat Islam/khilafah sebenarnya bukan dari parlemen karena kalau dilihat hingga dulu
sampai saat ini bahkan banyak pula partai politik Islam di parlemen, pada kenyataannya syariat
Islam belum bisa tegak jadi menurut HTI hanya kesadaranlah yang bisa menegakkan itu semua
dan HTI bergerak pada level tersebut selain itu dari kesadaran itulah maka kita akan memiliki
kekuatan karena kekuatan itu berasal dari umat yang sadar. Dari sanalah, sebenarnya perubahan itu
bakal terjadi. Memang jauh dari pemahaman kebanyakan orang yang menganggap perubahan itu
selalu menggunakan rute yang ’lazim’ melalui pemilu masuk parlemen untuk merubah undang-
undang, di eksekutif memimpin. Walaupun secara praktis faktanya tidak pernah melahirkan suatu
perubahan yang mendasar. http//goggle.co.id/hti.akses 8 April 2009.

Ishomuddin, Diskursus Politik dan Pengembangan; Melacak Arkeologi dan
Kontroversi Pemikiran Politik dalam Islam, (Malang: UMM Press, 2001), Ali Abd. al Raziq
dalam bukunya Fundamentals of Government yang diterjemahkan dari karyanya (al-Islam wa
ushul al-Hukm), ia berpendapat bahwa Islam tidak pernah mengklaim suatu bentuk pemerintahan
dan negara duniawi akan tetapi hal ini diserahkan untuk difikirkan secara bebas oleh pemeluk-
pemeluknya. him. 86

'8 Tariq Ali, Benturan antar Fundamentalis; Jihad Melawan Imprealisme Amerika, dalam
buku ini (Charles Kimball, When Religion Becomes Evil; New York: Harpersanfrancisco,2002) ia
mengemukakan ada lima sebab yang bisa mengubah agama menjadi bencana (1). Klaim kebenaran
mutlak (absolute truth claims), (2). Ketundukan buta/taklid (blind obedience), (3). Ingin
mengembalikan masa keemasan Islam (establishing the “ideal time”), (4). Membenarkan segala
cara (the end justifies any means), (5). Menyatakan perang suci (declaring holy war), terj. Hodari
Ariev (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. ix-x

' Abdurahman Wahid, “Pemerintah Gagal Jamin Kebebasan Beragama”. Dalam kontek
kebebasan agama di sini sangat menyayangkan sikap pemerintah yang tidak tegas terhadap
berbagai kekerasan yang menamakan dirinya sebagai Front Pembela Islam, dan organisasi Islam
yang lainnya, karena menurut beliau kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia ini
setiap penduduknya haruslah dilindungi oleh pemerintah dan pemerintah pun jangan condong ke
salah satu agama yang ada, banyak kejadian anarkis, pengerusakan bahkan sampai pembantaian
dengan mengatasnanamakan agama tertentu yang semua itu belum tentu pula kebenarannya.
Hendaknya agama sepetutnya menjadi persoalan personal, bukan pemerintah membawanya ke
ranah agama sebagai simbolisasi dalam pemerintahan khususnya (Islam) jika ini terjadi sama
halnya kita merendahkan kedudukan agama itu sendiri. (Jawapos, Minggu 23 Desember 2007).

2 Mahatir Muhammad, Menjadi Muslim Fundamentalisme, tulisan ini disarikan oleh
Teguh Santoso, wartawan Rakyat Merdeka dalam pembukaan “Seminar Tajdid Islam” yang
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dikonstruksi dengan label terorisme* tanpa melihat bagaimana aspek sosial-
keagamaannya dan pelacakan sumber ideologis. Ketiga lewat jalan kultural.”
Dalam waktu dan titik tertentu sekiranya dapatlah dilihat kedua
Gerakan Islam, yakni Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Majelis Mujahidin
Indonesia (MMI) seolah saling berkompetisi (walaupun tak terlihat secara
nyata) dan menegaskan untuk sebisa mungkin dalam perjuangannya agar
sebuah negara (Indonesia) harus berdasarkan syariat Islam,** karena dalam
pandangannya hanya syariat Islam yang dituntun oleh wahyu Allah SWT yang

bisa mensejahterakan dan memberikan sebuah keadilan bagi seluruh umat

manusia dan sekaligus sebagai ideologi alternatif/antitesa terhadap sistem

digelar oleh Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia (Yadim) dan Center for Moderate Moslem
(CMM) Indonesia di Kuala Lumpur, April 2006. Mahatir berkata “saya adalah seorang Muslim
Fundamentalis yang berarti berpegang teguh pada asas Islam yakni Al-Quran dan hadist yang
sahih, bukan fundamentalis seperti yang diartikan oleh Barat dengan Muslim yang keras, ekstrim
serta teroris”. dalam Bunga Rampai Islam Mazhab Tengah, (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu,
2007), Editor Hery Sucipto him381

2! Abuddin Nata, Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada), Masih dalam kaitannya kata fundamentalisme ternyata para ulama Mazhab
besar di dunia ini seperti Syi’ah, Sunni dan Ahmadiyah sepakat dengan penggunaan kata
fundamentalisme sebagai dasar dalam beragama untuk meyakini ajarannya, pun demikian ternyata
dalam tradisi Kristen kata fundamentalisme juga digunakan untuk meyakini lima butir
fundamentalisme yang disebut “supernaturalisme konservatif” yaitu Pertama, kebenaran mutlak
dan tiadanya kesalahan pada Kitab Suci Injil (Holy Bible). Kedua, kelahiran Jesus dari Ibu maria
yang suci (perawan). Ketiga, penebusan dosa umat manusia oleh Jesus. Keempat, kembangkitan
kembali Jesus secara jasmaniyah yang turun ke bumi. Dan Kelima, ketuhanan Jesus Kristus. hlm.
11-12

2 Nur Khalik Ridwan, Santri Baru; Pemetaan Wacana Ideologi dan Kritik (Y ogyakarta:
Gerigi Pustaka, 2004), hlm. 79.

2 Ahmad Safi’i Ma’arif, “wawancara di kampus UGM”, Jum’at 14 Maret 2008.

2 http/www.google.co.id/mmi/islamika. Dalam profil Majelis Mujahidin Indonesia,
Maksud dan Tujuan Majelis Mujahidin bermaksud menyatukan segenap potensi dan kekuatan
kaum muslimin (mujahidin). Tujuannya adalah, untuk bersama-sama berjuang menegakkan
Syari’ah Islam dalam segala aspek kehidupan, sehingga Syari’ah Islam menjadi rujukan tunggal
bagi sistem pemerintahan dan kebijakan kenegaraan secara nasional maupun internasional.
Pengertian Syari’at Islam disini adalah, segala aturan hidup serta tuntunan yang diajarkan oleh
agama Islam yang bersumber dari al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. Akses Minggu,
26 April 2009.
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demokrasi yang dianggap sudah gagal dan tidak mampu mensejahterakan

25
masyarakat.

Dari fakta adanya sistem demokrasi yang ada seperti yang
penyusun uraikan di atas dengan antitesa yang disampaikan oleh HTI dan
MMI, Tesis ini ingin menggali secara mendalam dan komprehensif karakter
gerakan Islam bermain dalam bejana demokrasi, dilihat dari sejarahnya,
dinamika, dan perkembangan hingga persaingannya antar internal gerakan
Islam. dengan tujuan mendapatkan informasi baru serta perspektif baru dalam
kajian ilmiah.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari permasalahan tersebut di atas, penelitian ini
difokuskan dalam tiga topik permasalahan, yang menjadi problem akademik,
sebagai berikut :

1. Landasan ideologi seperti apa yang dibangun Hizbut Tahrir Indonesia dan
Majelis Mujahidin Indonesia.

2. Mekanisme atau metode apa yang dibangun oleh Hizbut Tahrir Indonesia
dan Majelis Mujahidin Indonesia, dalam penegakan syariat Islam di
Indonesia.

3. Sejauh mana tujuan yang ingin dicapai oleh Hizbut Tahrir Indonesia dan
Majelis Mujahidin Indonesia dalam gerakan penegakan syariat Islam di

Indonesia.

% Lihat, Sabili. Baru-baru ini AM. Hendropriyono menyatakan, “Setelah tesis
Liberalisme-Kapitalisme gagal mensejahterakan dunia, Kekhilafahan seharusnya muncul sebagai
penggantinya. Karenanya, Islam perlu menjawab tantangan globalisasi dengan membangun
Khilafah Universal. Hanya sistem inilah yang bisa mengatur dan mensejahterakan dunia, karena
tatanan Sekular-Kapitalisme telah gagal.” (Sabili, no 19 TH XVI, 9 April 2009, him. 28).
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Konsekuensi logis karya ilmiah dari sebuah produk keilmuan
adalah terbuka untuk dilakukan kajian ulang secara kritis, baik untuk
menyangkal atau menguatkannya, ilmu akan berkembang dengan pesatnya
apabila ada sebuah dialog dan saling menyangkal dalam pengertian bukan
saling menafikan tetapi saling membenarkan dan memajukan.® Keadaan
suasana keilmuan seperti inilah yang seharusnya dibangun karena sudah
menjadi hukum alam yakni ketika keilmuan sudah mapan pada tahap tertentu
akan mengalami sebuah anomali pula, dengan lahirnya berbagai
pembaharuan.”” Demikian juga, ternyata sebuah metarmorfosis keilmuan pada
titik tertentu akan mengalami pula sebuah titik jenuh untuk kembali pada
kosnep awal.
1. Tujuan Penelitian
Kenyataan yang terlihat dengan hadirnya HTI dan MMI saat ini,
dalam perspektif positifistik akademik murni keduanya sebenarnya
memiliki tujuan yang sama yakni menegakkan syariat Islam sebagai dasar
negara, namun dalam prakteknya memiliki perbedaan yang cukup
signifikan. Inilah salah satunya yang ingin penulis angkat untuk melihat
secara seksama bagaimana sebenarnya HTI dan MMI ini untuk benar-
benar menegakkan syariat Islam serta sejauh mana pula persaingan yang

terjadi di dalamnya.

* Frans Magnis Suseno, Hegel, Filsafat Kritis dan Dialektika dalam Diskursus
Kemasyarakatan dan Kemanusiaan (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 20.

" M. Tamtowi, Dinamika Hukum Islam; Studi Konsep Umurun Mutasyabihat, abstraksi
disertasi yang diajukan kepada Program Paskasarjana Strata Tiga dalam bidang I[lmu Agama Islam
pada UIN Sunan Kalijaga, pada Jumat 5 Januari 2009, di gedung serba guna UIN. hlm. 6.
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Selanjutnya sesuai dengan kerangka pemikiran yang telah
dikemukakan sebelumnya, maka terdapat beberapa tujuan yang hendak
dicapai dalam penulisan tesis ini, yaitu :

a. Untuk mengetahui konsep-konsep dasar yang berbentuk ideologi
Hizbut Tahrir Indonesia dan Majelis Mujahidin Indonesia.

b. Untuk mengetahui mekanisme atau metode apa yang dibangun oleh
HTI dan MMI untuk mewujudkan penegakan syariat Islam di
Indonesia yang notabenya memiliki pluralitas yang tinggi dan sistem
demokrasi yang telah disepakati.

c. Untuk mengetahui faktor yang menjadikan sejauh mana tujuan yang
ingin dicapai Hizbut Tahrir Indonesia dan Majelis Mujahidin
Indonesia, sehingga gerakan ini bisa tetap eksis dan mendapat tempat
di masyarakat.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Memberikan informasi dan penelaahan secara akademis kepada
masyarakat berkenaan dengan Hizbut Tahrir Indonesia dan Majelis
Mujahidin Indonesia dilihat dari ideologi yang digunakannya.

b. Memberikan perspektif akademis dengan cara melihat bagaimana
metode yang digunakan serta dibangunnya untuk bisa menegakkan
syariat Islam.

c. Sebagai evaluasi untuk menilai, mengukur dan menelaah seberapa jauh

tujuan yang ingin dicapai oleh Hizbut Tahrir Indonesia dan Majelis
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Mujahidin Indonesia yang mengatas namakan dirinya penegak syariat

Islam.

D. Kajian Pustaka

Dalam buku Politik Syariat Islam, karya Taufik Adnan Amal
Panggabean, setidaknya hanya memaparkan dan mengidentifikasi beberapa
gerakan atau organisasi keagamaan yang konsen terhadap isu-isu penegakan
syariat Islam dari awal kemerdekaan hingga hari ini, yakni adalah; Darul
Islam (SM. Kartosuwiryo NII), Komando Jihad (Warman-Dewan Revolusi
Islam Indonesia 70-80), Jamaah Imran (pecahan Komando Jihad Warman).
Ketiganya digolongkan dalam kategori sebagai “Pembentukan Negara Islam
dan Penerapan Syariat Islam”. Sedangkan Laskar Jihad-Jafar Umar Thalib
cendrung salafisme serta gerakan untuk merespon konflik saudara antara
Kristen dan Islam. FPI-Habib M. Rizig Syihab (alat perwira dan berubah pada
isu penegakan syariat Islam). MM/ Organisasi Kemasyarakatan Islam konsen
pada penegakan syariat Islam, Imamah dan Jihad. Kemudian ketiganya
dikelompokan pada ”Organisasi Islam Radikal-Penegakan Syariat Islam”. Dan
ada beberapa daerah yang berkeinginan menerapkan syariat Islam yakni
Sulawesi Selatan, Riau, Banten, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Indramayu dan

Pamekasan.*®
Sedangkan thesis yang di sampaikan Sarifudin Jurdi tentang isu-isu
aktual yang disuarakan oleh gerakan-gerakan baru Islam yang muncul setelah

tumbangnya Orde Baru, seperti HTI, Front Pembela Islam (FPT), MMI, PKS

*® Taufik Adnan Amal Panggabean, Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga Negeria
(Jakarta: Pustaka Alvabet, Desember 2004), him. 65-82.
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(yang menyatakan dakwah PKS tidaklah jauh dengan gerakan dakwah
Ikhwanul Muslimin),”’ Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia
(KAMMI), maupun Laskar Jihad (LJ), menjadi sangat menarik dengan isu
sentral khilafah mengingat kehadiran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan
Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) yang ikut menyuarakan pentingnya
dibangun khilafah Islamiyah.

Dalam tulisan lain yang disampaikan oleh Himayatul Ittihadiyah,
pada Jurnal Penelitian Agama; Merunut Identitas Islam Indonesia (Kajian
Histrografi  Menurut  Ulama  Kontemporer  Yogyakarta,  Perspektif
Muhammadiyah, NU, HTI dan MMI), dalam uraian ini penulis melihat bahwa
Ulama HTI dan MMI hanya dapat menerima identitas Islam yang menunjukan
ciri khas yang dapat dilihat secara visual sebagai tanda pengenal diri seperti
halnya bentuk bangunan, model pakaian dan wujud fisik lainnya atau dalam
terminologi lain disebut pendekatan Islam formalisme.”® Sedangkan diluar itu
semua seperti [slam moderat ditolak, akan tetapi berbeda dengan cara pandang
NU dan Muhammadiyah yang melihat Islam secara konferhensif alias tidak
mempersoalkan berbagai indentitas yang ada dalam Islam.

M. Amien Rais dalam tulisannya yang berjudul Tidak ada Negara

Islam”, yang ada dalam buku Tidak ada Negara Islam Surat-Surat Politik

* Sri Wahyuni dan Udio Basuki, Polarisasi Pemikiran Politik Islam di Indonesia Pasca
Orde Baru (Studi terhadap pemikiran Politik Partai-partai Islam), SOSIO-RELEGIA; Jurnal IImu
Agama dan Ilmu Sosial, Vol.3, No. 3, Mei 2004, hlm. 357.

3 Himayatul Ittihadiyah, Merunut Identitas Islam Indonesia (Kajian Histrografi Menurut
Ulama Kontemporer Yogyakarta, Perspektif Muhammadiyah, NU, HTI dan MMI), Jurnal
Penelitian Agama; Media Komunikasi, penelitian dan Pengembangan Ilmu-ilmu Agama, ISSN:
0854-2732. Vol. XVII, No. 3 September-Desember 2008, hlm. 586.
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Nurcholish Madjid-Mohamad Roem, ia menegaskan Islamic State atau negara
Islam tidak ada dalam Al-Qur’an dan Al-Sunah, apalagi penegakan syariat
Islam dalam kontek negara Indonesia saat ini.’' Pendapat ini dipahami oleh
Amien karena bagi dia, etos Islam, menegakan keadilan, serta menciptakan
masyarakat yang egalitarian itulah yang lebih penting dibanding menegakan
sayariat Islam dalam formalitas kosong.

Masykuri Abdillah, dalam bukunya Formalisasi Syariat Islam di
Indonesia; Sebuah Pergulatan yang Tak Pernah Tuntas.’> Masykuri menilai
sebenarnya bukan berarti bahwa hukum atau syariat Islam tidak di
formalisasikan sama sekali dinegeri ini karena pada kenyataannya syariat
Islam sudah diformalisasikan dalam bentuk hukum (perkawinan, hukum haji,
hukum zakat dan hukum perbangkan Islam).

Martin van Bruinessen, dalam bukunya Rakyat Kecil, Islam Dan
Politik.>* Dalam pendekatan sosiologinya ia mengidentifikasi bahwa di dunia
Kristen maupun Islam sebagian besar memaknai gerakan fundamentalisme
sebagai gerakan yang anti terhadap modernitas, asumsi ini artinya Martin
sama halnya menggolongkan gerakan Islam yang ada adalah anti terhadap
sistem demokrasi.

Sedangkan Irfan S. Awwas dalam bukunya Trilogi Kepemimpinan

Negara Islam Indonesia;, Menguak Perjuangan Umat Islam dan Penghianatan

3 M. Amien Rais dalam tulisannya yang berjudul Tidak ada Negara Islam, yang ada
dalam buku Tidak ada Negara Islam Surat-Surat Politik Nurcholish Majdjid-Mohamad Roem
(Jakarta: Djambatan, 1997,). hlm.XXII

32 Masykuri Abdillah, Formalisasi Syariat Islam di Indonesia; Sebuah Pergulatan yang
Tak Pernah Tuntas, Jakarta: Renaisan, Juni 2005, him. 1 & 7.

33 Martin van Bruinessen, Rakyat Kecil, Islam Dan Politik (Yogyakarta: Yayasan Bentang
Budaya, April 1999), him. 209.
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Kaum Nasionalis-Sekuler.** Ta sebenarnya banyak berbicara dalam sisi historis
dimana negara Islam dahulu pernah ada dan mengalami sebuah penghianatan
yang luar biasa, namun dalam buku tersebut ia juga memaparkan sebuah
pemaknaan serta pelaksanaan jihad kaum mujahidin yang luar biasa
tangguhnya, dengan cara berani mengorbankan jiwa dan raganya untuk
berjihad secara ikhlas demi terwujudnya masyarakat yang Islami, damai, dan
berkeadilan.

Taqiudin An-Nabhani, dalam karyanya Peraturan Hidup dalam
Islam, ia menegaskan kepatuhannya pada seorang pemimpin atau Amirul
Mukminin dalam meletakkan hukum syaria dengan argumen “Perintah Imam
wajib dilaksanakan baik secara lahir maupun batin”, dan bagi Amirul
Mukminin ini memiliki kewenangan berijtihad untuk menentukan hukum
sesuai dengan kondisi sosial yang dihadapinya, artinya secara metode
memiliki signifikansi sosiologi hukum kedepan akan, tetapi pendekatan yang
digunakan masih terasa normativ yaitu syariat Islam masih dipahami kembali
pada Al-Qur’an dan Sunnah apa adanya® tanpa berani berijtihad bahwasanya
ada /iving Al-Quran dan Sunnah.

Dari sekian tulisan yang ada, sebagian besar masih terkotak dalam
dua sudut pandang, yakni Islam subtantif (modernitas, demokrasi) dan Islam
formalistik (normatif, fundamentalis), kalau dipetakan seperti Taufik Adnan

Amal ia lebih berbicara dalam wilayah kajian historis gerakan Islam, S. Jurdi

3 Irfan S. Awwas, Trilogi Kepemimpinan Negara Islam Indonesia; Menguak Perjuangan
Umat Islam dan Penghianatan Kaum Nasionalis-Sekuler (Jogjakarta: Uswah, 2008), hlm. 272.

3 Taqiudin An-Nabhani, Peraturan Hidup dalam Islam (Jakarta: HTI-Press, Maret 2007),
hlm. 127-128.
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berbicara pada wilayah ideologi gerakan Islam, Himayatul I, berbicara pada
wilayah histrografi atau politik identitas, Amin Rais dan Masykuri A. Dan
Martin van Bruinessen berbicara lebih banyak gerakan Islam dalam kontek
demokrasi dan hanya Irfan S. Awwas yang berbicara pada wilayah penegakan
Syariat Islam dengan jalan jihadnya dan Taqiuddin An-Nabhani dengan
Khilafah Islamiyahnya masih cenderung kembali pada romantisme kejayaan
Islam masa lalu, sedangkan dalam kontek lokalitas masih belum menemukan
bagaimana mewujudkan syariat Islam.

Dari kajian pustaka di atas sekiranya belum diketemukan sebuah
pendekatan interdisipliner yang dapat menaungi berbagai paham, gerakan
yang bersifat universal, maka dari itu pemaknaan serta pendekatan agama-
psikologis-demokratis diharapkan bisa menjadi sebuah alternatif untuk dapat
melihat sejauh mana ideologi, jihad-militansi yang dimiliki oleh para gerakan
Islam untuk tetap memperjuangkan penegakan syariat Islam, apakah
dilandaskan pada ajaran yang bersifat tiologis-normativ-suci atau semua ini
sebuah kepentinagn politik terselubung, atau ada faktor lain yakni semua itu
dibangun sebagai alat untuk penyeimbang dalam kancah politik regional
maupun global.

E. Kerangka Konseptual (Teoritik)

Dalam bentuk wacana dan aksi isu penerapan atau penegakkan

syariat Islam di Indonesia terus bergulir dan tiada hentinya,*® ada yang pro dan

ada pula yang kontra, dalam wacana tersebut setidaknya memiliki sebab atau

36 Haedar Nashir dan Pramono U Tanthowi, “Gerakan Formalisasi Syariat Tak Ada
Matinya” IslamLib.com, Senin, 16 Juli 2007. Akses pada 18 November 2009.
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keterpengaruhan sejarah dimana gerakan seperti ini pernah dibungkam dan
dibisukan oleh kekuasaan politik.

Dalam kaitannya untuk memahami dua gerakan besar dalam Islam
yakni Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI),
yang konsen pada isu penerapan atau penegakkan syariat Islam, penelitian ini
setidaknya akan menggunakan beberapa pendekatan sebagai teori untuk
menggali berbagai dinamika yang terdapat di dalamnya, seperti yang
diungkapkan oleh A. Syafii Maarif dalam tulisannya ‘“Masa depan Islam di
Indonesia” sensus penduduk Indonesia tahun 2000 mencatat bahwa pemeluk
Islam mencapai 88,22 %, menurut Syafii dari fakta ini tentu umat lain tidaklah
harus risau karena ada dua organisasi besar” yang terus berjuang menjadikan
Islam sebagai agama yang ramah terhadap siapapun, bukan malah sebaliknya
Islam menjadi hakim dan monolitik dalam penafsiran agamanya sehingga
terjadi sebuah pengklaiman kebenaran yang disebabkan hanya perbedaan
penafsiran dalam agama atau ideologi.’” Pertanyaannya kemudian, bukankan
keragaman untuk bisa saling memahami®® dan perbedaan yang ada bukankah

merupakan karya Tuhan?*’

37 Abdurrahman Wahid, Ilusi Negara Islam; Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di
Indonesia (Jakarta: Bhenika Tunggal lka, The Wahid Institut dan Ma’arif Institut, April 2009),
hlm. 7

¥ Lihat, M. Attamimy Habib Husen al-Habsyi dan Peranannya dalam Perkembangan
Syi’ah di Bangil, Ringkasan disertasi yang diajukan pada Program Paskasarjana UIN Sunan
Kalijaga, pada Senin, 13 April 2009. dalam banyak pemikiran menyebutkan setidaknya
pemahaman golongan Islam yakni Sunni dan Syi’ah selamanya tidak akan pernah bertemu atau
berdamai, namum sangat berbeda dalam isi disertasi disebutkan bahwa Habib Husen al-Habsyi
yang notabennya orang Sunni akan tetapi ia bisa menyatukan dengan pemikiran Syi’ah dengan
cara saling memahami.

39 Andy Darmawan, Bedah Buku Multikulturalisme, di UPT Perpustakaan UIN Sunan
Kalijaga, Jum’at, 3 April 2009. dua konsep besar dalam kehidupan manusia yakni keragaman
adalah karya Tuhan dan konflik adalah hasil gerak perubahan manusia, harus dipahami dengan
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Hadirnya HTI, MMI, NU dan Muhammadiyah serta gerakan Islam
yang lainnya merupakan manifestasi sebuah gerakan sosial, khususnya bagi
HTI dan MMI dimana pada awalnya mereka melihat ada sebuah situasi yang
dihadapi masyarakat karena adanya ketidakadilan dan sikap sewenang-wenang
terhadap rakyat. Berbagai gerakan sosial dalam bentuk LSM dan Ormas

bahkan Parpol®

yang kemudian menjamur memberikan indikasi bahwa
memang dalam suasana demokratis (walaupun tidak diakui keberadaannya”)
masyarakat memiliki andil dan ruang untuk bisa memperbaiki sistem atau
tatanan masyarakat yang tidak normal.

Untuk merespon semua itu pendekatan gerakan sosial dapat
dijadikan sebuah panduan untuk melihat dinamika selanjutnya yang terjadi
dalam tubuh HTI dan MMI hingga sampai dengan isu penerapan syariat Islam.
Pendekatan gerakan sosial ini setidaknya terbagi dalam dua kategori yaitu
gerakan sosial kelas dan gerakan sosial kelompok etnis. Akan tetapi
pendekatan tersebut belumlah cukup untuk melihat berbagai aktifitas gerakan
Islam secara konfrehensif karena pendekatan tersebut hanya menjelaskan
sebuah proses yang sifatnya natural dari gesekan-gesekan sosial yang ada.

Pada tahap selanjutnya manusia sebagai mahluk sosial yang

memiliki insting untuk berkelompok atau dalam sosiologi, disebut segregasi

semangat humanisme yang tinggi, karena perbedaan bukanlah sebuah perpecahan namuan
perbedaan adalah suantullah.

0 http//google.co.id/teorigerakansosial, diakses pada hari selasa 10 Nov 2009, pukul
10.00

*! Gerakan sosial kelas, sering diletakkan ilmuan yakni terjadi akibat adanya sebuah
gesekan yang cukup signifikan antara kelas atas dan kelas bawah, akan tetapi dalam kasus ini
penulis menempatkan gerakan HTI dan MMI sebagai pemersatu yang merespon gerakan kelas
sosial, dan pendekatan ini di gunakan dalam tahap melihat kekangan serta pembisuan hak politik
yang dilakukan oleh penguasa terhadap berbagai perserikatan dan ide-ide pemikiran yang
dianggap minoritas akan tetapi berada serta tumbuh di lingkungan masyarakat yang mayoritas.
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sosial. Manusia cenderung mengelompokkan diri dengan individu lain yang
memiliki kesamaan dengan dirinya. Dan hal ini juga yang sedikit banyak
menjelaskan, kenapa beberapa orang dapat berkumpul dan membentuk
sekumpulan sahabat yang akrab, atau beberapa orang berkumpul membentuk
perkumpulan dalam gerakan dan ideologi tertentu, karena semua itu terbangun
atas dasar membentuk suatu identitas kolektif, suatu identitas yang kalau dapat
dibilang demikian mewakili individu-individu di dalamnya secara umum. Dan
biasanya, individu tersebut bangga dengan identitas kolektif tersebut, bahkan
dalam beberapa kasus, individu yang ada akan merasa bangga memamerkan
identitas kolektif yang ada.

Dari penjelasan diatas betapa penting penjelasan teori identitas
kolektif dijadikan sebuah alat atau pisau analisis untuk dapat membedah
gerakan Islam* yakni HTI dan MMI secara konfrehensif. Pemaknaan
sederhana “Identitas” adalah cara untuk menjaga karakter,” sifat beda, strata
sosial, agama, ras/etnis, bendera kelompok, organisasi atau gerakan* yang
pada umumnya menjadi referensi penting dalam eksistensi identitas kolektif.

Pada tahap berikutnya perilaku identitas kolektif bukan merupakan
tindakan manusia yang tidak terarah akan tetapi ada kesadaran atas norma,

ideologi kolektif, pemahaman yang diyakini dan merespon segala isu yang

*2 Moeslim Abdurrahman, Islam dan Politik Identitas, Moeslim menganalisa dalam
politik identitas setidaknya Islam yang notabennya sebagai agama bisa dijadikan sebuah identitas
kolektif dalam sebuah aliran politik, namun pemikiran seperti ini belum memiliki signifikansi yang
memadai di negeri ini, akan tetapi masih cenderung termanifestasi dalam ideologi dalam sebuah
politik. Kolom, Edisi 49/02 - 07/Feb/1998

® Fromm, Teori Identitas Sosial, http://idhamputra.wordpress.com/2008/10/21/teori-
identitas-sosial/ - _ftn5, diakses 11 November 2009.

* Quintan Wiktorowicz, Islamic Activism,; A Social Movement Theory Approach (Indiana
University Press, 2004), him. 22.
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sifatnya mengancam eksistensi identitas kolektif yang mereka bangun. Oleh
karena itu teori identitas kolektif berasumsi bahwa konflik dapat terjadi
disebabkan oleh identitas yang terancam sehingga dalam gerakan-gerakan
tertentu terkadang dapat saja menghalalkan sebuah pendekatan yang sifatnya
ekstrim/keras seperti jihad fisabilillah yang sesungguhnya yakni terjun
langsung secara lahir maupun batin untuk memerangi atau menyelesaikan
sebuah permasalahan yang dihadapinya.45

Dari asumsi yang telah dibangun akhirnya dapat dipahami bahwa
teori identitas kolektif yang melekat pada seseorang atau kelompok
merupakan identitas menonjol yang ingin dipertahankan. Oleh karena itu,
individu yang memiliki identitas kolektif menonjol, maka baik wacana
maupun tindakannya akan sejalan dengan norma kelompoknya. Namun, jika
memang individu tersebut diidentifikasikan dalam suatu kelompok, maka
wacana dan tindakannya harus sesuai dengan wacana dan tindakan
kelompoknya.

Akhirnya dapat dipahami bahwa identitas kolektif (sebagai teori)
yang dikembangkan oleh ulama HTI dan MMI yang hanya dapat menerima
identitas Islam™ dan sekaligus menunjukan ciri khas yang dapat dilihat secara

visual sebagai tanda pengenal diri seperti halnya bentuk bangunan, model

* Ibid, Irfan S. Awwas, Trilogi Kepemimpinan ... hlm. 272.

* Yudi Latif, Inteligensia Muslim dan Kuasa; Geneologi Inteligensia Muslim Indonesia
Abad ke-20, Yudi Latif melihat Identitas Kolektif lahir dari sebuah benturan serta wacana-wacana
yang terus terbangun, seperti halnya SI (Serikat Islam) yang dijadikan sebuah identitas kolektif
yang bersumber dari sebuah ideologi yakni Islam, ini artinya jika di bandingkan dengan HTI dan
MMI memiliki kesamaan sumber ideologi untuk membangun sebuah identitas kolektif, selain itu
rasa merasakan kesamaan dalam berjuang-jihad, identitas tertentu dan lain sebagainya menjadi
basis yang utama (Bandung: PT. Mizan Pustaka, September 2005), hm. 297-301.
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pakaian dan wujud fisik lainnya atau dalam terminologi lain disebut
pendekatan Islam formalisme. Artinya bagi HTI dan MMI identitas sangatlah
penting untuk bisa menunjukan sebuah eksistensitas sebuah gerakan yang
tidak sama dengan gerakan yang ada lainnya, selain itu identitas yang
ditunjukan disini adalah sebuah pemaknaan dari pemahaman ideologi yang
dimilikinya dengan pendekatan normativitas.
F. Metode Penelitian

Saat ini ide penegakan syariat Islam begitung buming dan terus
diperjuangkan oleh HTI dan MMI dengan tidak melepaskan aspek kesejarahan
pertama kali negeri ini didirikan, hal ini sangat penting karena akar dari evoria
yang ada saat ini tentunya tidak akan bisa terlepas dengan sejarah masa lalu.

Dari adanya varian pemikiran seperti di atas inilah akhirnya dapat
sedikit diambil sebuah benang merah untuk bisa memahami HTI dan MMI
dengan pendekatan kesejarahaan (longitudinal)®’ dan dibantu dengan metode
sosiologi sebab untuk memahami keduanya perlu adanya sebuah penelusuran
secara objektif terhadap identitas HTT dan MMI.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena data-data yang
dijadikan sebagai objek penelitian adalah data yang dimulai dari lapangan
sebagai dasar dan diperoleh secara grounded, dimana didalamnya ada aspek-

aspek fenomenologis, interaksi simbolis, kebudayaan dan antropologis.

4" Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek (Jakarta: Reneka
Cipta, 2002), hlm. 7.
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Namun data-data di atas masih pula membutuhkan data yang bersumber dari
data lain yang sifatnya induktif.*®

1. Pengumpulan Data

Melihat kajian atau penyusunan tesisi ini adalah kajian penelitian
maka sumber datanya adalah karya-karya yang bersumber dari kedua
lembaga tersebut, data yang kami peroleh dari karya-karya atau kompilasi
Majelis Mujahidin seperti Risalah Kongres Mujahidin I, KUHP Sesuai
Syariat Islam, Sedangkan karya-karya atau kompilasi HTI yang berkaitan
dengan penegakan Syariat Islam di Indonesia didapatkan dari berbagai
media, lembaga.

a. Metode Interviu®
Metode ini dimaksudkan adalah metode interviu tidak terstruktur,
yaitu wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan
ditanyakan, sedangkan interpretasinya atau pengembangan maknanya
bisa dikembangkan oleh pewawancaranya selagi tidak bertentangan
dengan data primer yang ada.

b. Metode Observasi
Metode observasi ini dimaksudkan untuk melihat lalu menilai dengan
sekala bertingkat. Metode ini artinya memonitor berbagai kegiatan atau
tingkah laku yang dilakukan dalam rentang sekali maupun berulang-

ulang, kemudian dinilai dengan pendekatan analisis kritis.

* Ibid, Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian ... him. 11-13.
* Sutrisno Hadi, Metode Research (Yogyakarta : Pisikologi UGM, 1997), hlm. 192
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c. Metode Dokumentasi
Mengumpulkan data-data yang bersifat benda mati sebagi dokumntasi
yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, agenda, rapat dan
sebaginya guna menunjang serta memperkuat pengumpulan data yang
ada.”

2. Pendekatan Masalah

Secara metodelogis tesis ini menggunakan pendekatan sosio-
historis yang didalamnya menjelaskan proses gerakan sosial. Pengertian
sosio-historis adalah pendekatan yang berusaha memaparkan dan mengkaji
aspek sejarah meliputi kelahiran, keadaan intelektual (perjalanan
intelektualnya, metode dakwah, jaringan, pendidikan dll) yang bermuara
pada keterkaitan dengan masalah penerapan syariat Islam dengan melihat
kondisi sosiologisnya. Selain itu pendekatan di atas untuk merekam
perjalanan kedua gerakan dan sekaligus untuk mencoba melihat berbagai
gesekan sosial yang terjadi pada keduanya baik dalam masa
keterpurukannya atau masa kejayaannya, dimana semua itu untuk
mendapatkan informasi dan gambaran yang objektif.

Dari pendekatan diatas, penyusun melihat A. Ezzatti, dalam
Gerakan Islam; Sebuah Analisis, setidaknya ia mencoba memetakan
sebuah gerakan-gerakan yang pernah ada, lalu pengelompokan tersebut
penyusun kutip sebagai alat perbandingan untuk bisa mengartikan

pengertiang gerakan Islam yang menjadi topik bahasan dalam hal ini

% Ibid, Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian ... Ibid, hlm. 206



42

adalah HTI dan MMI, bagi penyusun pemahaman pemaknaan gerakan
Islam sangatlah penting untuk dipahami seutuhnya karena karya besar
seperti [lusi Negara Islam, banyak para pengamat menilai ternyata dalam
buku tersebut mengalami kegagalan memaknai gerakan Islam yang
seutuhnya.

Setidaknya ada tiga untuk memahami Gerakan Islam, Pertama
gerakan Islam yang berbasis Ideologi seperti Mu’tazilah, Wahabiyah,
Asy’ariyah dan sebagainya, Kedua berbasis politik seperti Gerakan
Konstitusi Iran (1905-1911) dan tahun 70-an pada masa revolusi Iran,
Ketiga berbasis ekonomi seperti Gerakan Anti Monopoli Tembakau,
gerakan Nasionalisasi Minyak Iran (1948-1950). "'

Sedangkan gerakan Islam HTI dan MMI ini penulis memaknai
sebagai Gerakan Islam berbasis integrasi Ideologi-Politik yakni gerakan
yang didasari oleh paham ideologi yang kuat dan terarah serta bergerak
dalam ranah publik untuk bisa memperjuangkan kebijakanya (legal) dalam
penegakan syariat Islam sampai Khilafah Islamiyah yang sifatnya
mendunia.

3. Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data, selanjutnya akan dilakukan
analisis data secara kualitatif dengan mengumpulkan data-data yang sudah
didapatkan lalu data-data tersebut diolah kembali dengan metode yang ada

dibawah ini :

U Lihat, A. Ezzatti, dalam Gerakan Islam; Sebuah Analisis, Surabaya: Pustaka
Hidayah,tahun ?), hlm. 12-13.



43

a. Metode Heuristik
Yaitu sebuah metode untuk mencari sumber-sumber sejarah yang
berkaitan dengan topik yang diangkat, lalu kemudian sumber yang ada
diseleksi dan dilakukan kritik untuk menemukan sebuah kebenaran.
b. Metode Korelasi
Bertujuan untuk mengetahui atau menemukan ada tidaknya hubungan
antara keduanya yakni HTI dan MMI sehingga peneliti
mengasumsikan adanya sebuah kontestasi dan apabila ada seberapa
erat atau tidak hubungan itu.”
c. Metode Kritik
Yang dimaksudkan kritik disini adalah dilakukannya sebuah dealiktika
berkelanjutan untuk menemukan kesepahaman dan saling pengertian
terhadap apapun yang ada mengenai penegakan syariat Islam.
G. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan tesis ini, secara runtun mencakup enam
bab, Bab I: Pendahuluan yang berisi, latar belakang masalah merupakan
sebuah deskripsi tentang beberapa faktor yang menjadi dasar timbulnya
maslah yang akan diteliti. Pokok masalah, tujuan dan kegunaan, tujuannya
disesuaikan dengan pokok masalah sedangkan kegunaannya untuk memuat
manfaat teoritis dan praktek yang diharapkan dari hasil penelitian. Telaah
pustaka, memberikan penjelasan bahwa masalah yang diteliti secara

(intelektual-akademis) memiliki tingkat signifikasi yang begitu rupa dan

52 Ibid, Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian..., hlm. 236-239
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belum pernah diteliti secara tuntas. Kerangka teoritik, yaitu gambaran secara
global tentang cara pandang dan alat analisa yang akan digunakan untuk
menganalisa data yang akan diteliti. Metode penelitian, yaitu merupakan
penjelasan metedologis dari teknik dan langkah-langkah yang akan ditempuh
dalam pengumpulan dan analisis data. Sedangkan sistematika pembahasan
yaitu digunakan sebagai pedoman klasifikasi data serta sistematika yang
ditetapkan pokok masalah yang akan diteliti. Bab II: Islam dan Demokrasi,
dimana di dalamnya menjelaskan beberapa hal yang saling berkaitan
mengenai Islam dan demokrasi itu sendiri, seperti pemaknaan agama (Islam)
dalam perspektif agama dan politik, sensor masyarakat muslim terhadap
keduanya. Bab III: Reaktualisasi penerapan syariat Islam di Indonesia, dalam
bab ini penulis akan menampilkan dua sisi pemaknaan, Pertama mencoba
mendefinisikan syariat Islam, Kedua membicarakan masalah perkembangan
dan aktualisasi syariat Islam itu sendiri. Bab IV: Geneologi gerakan Islam
model Hizbut Tahrir Indonesia dan Majelis Mujahidin Indonesia, dalam bab
ini aspek kesejarahan mulai lahir, berkembang sampai hari ini coba diungkap
sesuai dengan tiga bahasan pokok yakni ideologi, mekanisme serta metode
jihad dan apa yang hendak dituju. Bab V: Nalar Gerakan Islam Model Hizbut
Tahrir Indonesia dan Majelis Mujahidin Indonesia dalam rangka penerapan
syariat Islam, dalam bab ini akan menjelaskan secara konprehensif paradigma
pemikiran gerakan HTI dan MMI untuk krangka penerapan syariat Islam,
yang didealektikakan dalam berbagai perdebatan serta sudut pandang yang

berbeda. Sedangkan pada bagian keduanya nalar model HTI dan MMI ini
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mencoba terus bergerak untuk melawan sistem yang sekiranya sudah mapan,
pada bagain terakhir dalam bab ini penulis pun tidak lupa melakukan kritik
dengan pendekatan ilmiah dimana diharapkan diketemukan sebuah
pemahaman yang universal, yang dapat dipahami oleh semua kalangan
sehingga akhirnya bisa menjadi sebuah sumbangsih keilmuan yang luar biasa
nantinya. Bab VI: Penutup, berisi kesimpualan yang menarik benang merah
dari isi tesis ini nantinya, dan selain itu ada sebuah saran-saran yang sifatnya

ilmiah.
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BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan

Kebebasan setiap manusia untuk berpikir, berpendapat dan
berserikat merupakan sebuah kebebasan yang sifatnya hakiki, kebebasan itu
lahir dari diri manusia itu sendiri tanpa harus terkontaminasi oleh siapapun
yang mendekatinya, sejatinya manusia sebagai mahluk Tuhan yang paling
sempurna (disbanding dengan mahluk yang lain) merupakan sebuah modal
dasar untuk dapat meraih segala yang ingin dikehendaki. Secara normativ Al-
Qur’an disetiap kesempatan menyuruh hambanya untuk berpikir, merenung
dan bermuhasabah atas segala fenomena yang terjadi, hal senada juga
mendapatkan tempat dalam konstitusi negara Indonesia melalui UUD 45 Bab
X A pasal 28 E dimana kebebasan berpendapat dan berserikat diperbolehkan
sesuai dengan hati nuraninya.

Ruang demokrasi adalah salah satunya ruang yang memberikan
sebuah kebebasan berpikir, berpendapat dan juga berserikat, berserikat
baginya sebuah keniscayaan yang naluriah dibangun oleh manusia, dalam
kehidupan manusia pra-sejarah sampai manusia modern hingga hari ini adalah
sebuah keberlangsungan yang tiada usai dalam berserikat (berkelompok)
untuk dapat mewujudkan keinginannya. Kenyataan ini menunjukan pada
dunia bahwa tujuan akan dapat tercapai dengan mudah jika melalui instrument

yang disebuat oirganisasi, gerakan, kelompok dan sejenisnya.
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Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Majelis Mujahidin Indonesia
(MMI) merupakan salah satu diantara banyak gerakan Islam yang berani
mengeluarkan ide, pikiran dalam bentuk gerakan atas nama kebebasan.
Dengan gerakan tersebut ide yang dibangun untuk diterapakan adalah Syariat
Islam, menurutnya hanya sayariat Islamlah yang dapat menyelamatkan dan
memberikan sebuah kedamian, keadilan, dan kesejahteraan untuk masyarakat
dibanding dengan sistem lainnya.

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang bergerak dalam wilayah
politik murni, menyandarkan pendapatnya untuk berpolitik dan berjamaah
secara terorganisasi yang bersumber dari Al-Qur’an sebagai (ideologi) dengan
dua tugas yang sudah pasti. Perfama, mengajak pada al-Khayr, yakni
mengajak pada al-Isldm yang dimaknai sebagai syariat Islam. Kedua,
memerintahkan kebajikan (melaksanakan syariat) dan mencegah kemungkaran
(mencegah pelanggaran terhadap syariat) dengan jalan membentuk khilafah
Islamiyah dengan selalu merujuk pada masa awal Islam yakni masa Nabi
Muhammad Saw (Negara Madinah), dan Khulafaur Rasyidin. Sedangkan
aktualisasinya melalui cara Marhalah Tatsqif (pembinaan kader gerakan),
Marhalah Tafa'ul ma'al Ummah (berinteraksi dengan umat), Marhalah
Istilamil Hukmi (tahap pengambilalihan kekuasaan), dalam tahap pengambil
alihan ini Hizbut Tahrir Indonesia (HTT) memiliki lima tahapan :

1. Pembinaan Tsaqafah Murakkazah (intensif) melalui halagah-halagah
Hizb untuk para pengikutnya.

2. Pembinaan Tsagafah Jama'iyah bagi ummat.
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3. Ash Shira'ul Fikri (pergolakan pemikiran) untuk menentang ideologi
diluar Islam seperti kapitalis, komunis, dan demokrasi.
4. Al Kifaahus Siyasi (perjuangan politik) yang mencakup aktivitas-aktivitas.
5. Mengangkat dan menetapkan kemaslahatan ummat, dengan cara
membentuk kekuasaan yang bersifat mendunia yakni khilafah Islamiyah
untuk melayani dan mengayomi umat dibawah naunagan syariat Islam.
Senada dengan HTI yang sedikit memiliki kemiripan adalah
Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), sebagai organisasi atau gerakan Islam
dengan dua pimpinan yakni Ahlu HAli Wal Aqdi dan Lajnah Tandfiziyah,
Manhaj atau metode perjuangan MMI adalah thaifah (komunitas), dimana
gerakan ini menyerukan kebenaran menurut Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah
Saw yang shahih. Selanjutnya MMI yang memiliki visi dan misi untuk
menegakkan syariat Islam, sebagai gerakan atau organisasi (aliansi) fansigq
MMI dalam dakwah dan jihadnya dikembangkan dalam 3 formulasi, yakni:
kebersamaan dalam misi menegakkan syari’at Islam (tansiqul fardi),
kebersamaan dalam program menegakkan syari’at Islam (tansiqul ‘amali), dan
kebersamaan dalam satu institusi penegakan Syari’ah Islam (fansiqun
nidhami). Dan kemudian MMI sebagai gerakan Islam politik, dakwah dan
jihadnya yang dibangunnya disandarkan pada dua pemahaman besar,
Pertama. Mengamalkan syariat Islam secara bersih dan benar, tidak boleh
separo-separa  sepertihalnya mengadopsi sistem demokrasi. Kedua

menjalankan syariat Islam secara kaffah dengan jalan peraihan kekuasaan
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untuk menerapkan syariat Islam yang ada, Islam tidak akan dapat menjalankan
misinya tanpa adanya sebuah instrument kekuasaan secara konstitusional.

Kedua gerakan Islam yakni HTI dan MMI dengan ideologi
Islamnya mengusung masa sebagai basis pergerakannya secara masif, oleh
karena itu untuk melihat gerakan tersebut, penulis menggunakan pisau analisis
dalam penyusunan tesis ini dengan teori “indentitas Kolektif”, identitas
kolektif yang dibangun oleh HTI maupun MMI memiliki kemiripan dalam
oprasionalnya, keduanya secara organisatoris memiliki eksklusivitas dan
kebersamaan dalam bentuk gerakan.

Sebagai jalan akhir dari penelitian yang panjang ini, maka penulis
akhirnya berkesimpulan bahwa gerakan Islam politik model HTI dan MMI
dengan ideologi Islamnya penulis nilai sebagai gerakan “Un-Islamized for
Islamic Movement” yaitu gerakan Islam yang tidak Islami, kesimpulan ini
lahir bukan tanpa sebab dan alasan melainkan sebuah penelaahan yang
panjang dengan melihat ideologi yang dibangunnya, metode dakwah dan
jihadnya serta bagaimana gerakan Islam politik HTT dan MMI bergerak secara
massif dengan jalan mengingkari apa yang mereka jalani yakni sistem
demokrasi. Islam adalah agama bukan jalan politik, jika Islam adalah ideologi
politik maka sama halnya mempolitisasi agama (Islam), Islam selamanya tak
akan pernah menjadi ideologi, sedangkan sebaliknya ideologi politik (apapun

bentuknya) tak akan pernah pula menjadi agama.
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B. Saran-Saran

Setelah penulis menyelesikan tugas akhir ini, maka tersajilah

sebuah karya ilmiah yang berbentuk Tesis, Tesis yang merupakan hasil dari

jenjang studi tingkat dua mengidealkan sebuah penelaahan yang cukup

mendalam dan koverhensif, serta menggunakan alat analisis serta metode yang

kuat untuk dapat mempertahankan ide-ide yang ditemukan oleh setiap

penulisnya, akan tetapi penulis sangat menyadiri tulisan yang tersaji ini masih

jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya kedepan setidaknya ada beberapa hal

yang perlu penulis sampaikan disini :

1.

3.

Kecendrungan sistem demokrasi yang sudah terus berjalan (prosedural)
semoga perjalanannya terus berlanjut dan menemukan hakekat
demokrasi itu sendiri. Selain itu kajian-kajian mengenai demokrasi
setidaknya terus ditingkatkan untuk dapat ikut membangun demokrasi itu
sendiri dari sisi akademisi.

Syariat Islam yang idealnya menjadi penuntun dan penunjuk jalan bagi
semua manusia, dengan kemajuan keilmuan yang ada sudah semestinya
dapat dipahami dalam bentuk atau forsa yang lain, sehingga Islam atau
Syariat Islam tetap dapat mewarnai dan menjadi ruh dalam kehidupan
setiap manusia. Hal ini lah setidaknya yang belum penulis ketemukan
dalam berbagai sub mata kuliah di SPPI UIN Suka.

Jurusan SPPI yang didalamnya terdapat pula kajian Islamic Studies sudah

selayaknya menyiapkan dan menyediakan dosen-dosen yang menguasai
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isu-isu politik kontemporer sehingga jurusan SPPl yang ada tidak
ketinggalan oleh jurusan-jurusan yang sejenisnya di berbagai Perguruan
Tinggi lainnya.

Akhirnya dengan tangan terbuka dan hati yang lapang serta pikiran
yang jernih, penulis haturkan karya ini “tesis” kekhalayak luas untuk dinilai,
dikritisi atau bahkan digugat demi terwujudnya khasanah keilmuan yang dapat
menatap masa depan, sangat penulis sadari dimungkinkan masih banyak lagi
kesalahan-kesalahan dan kekurang akuratan penulis dalam mengakses data,
cara penulisan, mengutip yang ada dalam tulisan ini, oleh karena itu koreksi

yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan.
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